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KATA PENGANTAR 

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisai melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap 

proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 

anggaran. 

Penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu media yang digunakan sebagai fungsi kontrol 

dan pengendaliaan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan 

Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari 

penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia juga berkewajiban  untuk menyelenggarakan 

sistem pengendalian intern pemerintah  di lingkungann kementerian.  

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satker penyelenggara SPIP 

wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada Pimpinan Eselon I masing-

masing dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dalam bentuk Laporan Triwulan dan Laporan 

Tahunan. 

Oleh karena itu, Balai Taman Nasional  Alas  menyusun Laporan Triwulan I Penyelenggaraan 

SPIP lingkup Balai TN Alas Purwo tahun 2019 untuk bahan/alat monitoring/evaluasi/pengendalian 

penyelenggaraan kegiatan Balai Taman Nasional Alas Purwo mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga dapat terselenggara dengan tertib, 

terkendali serta efektif dan efisien.  

 

Kepala Balai, 

 

 

Nuryadi, S.Hut. MP. 
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I. UMUM 

 

A. Latar Belakang  

 

Berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat acuan 

tentang penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 

dimaksudkan untuk memberi arahan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan 

kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban 

dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien.  

 

Seluruh satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerapkan SPIP, 

yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern [Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan]. 

 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Taman Nasional 

Alas Purwo perlu adanya integrasi antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah konkret 

yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan agar dapat dengan mudah 

dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi kelancaran penyelenggaraannya.  

 

Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo disusun 

dengan memperhatikan standar dan panduan pedoman penyusunan desain penyelenggaraan 

SPIP berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-

Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.38/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satker 

penyelenggara SPIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik kepada 

Pimpinan Eselon I masing-masing dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dalam bentuk 



  
 

Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. 

 

Oleh karena itu, Balai Taman Nasional Alas Purwo menyusun Laporan Triwulan I 

Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai TN Alas Purwo tahun 2019 sebagai bahan/alat 

monitoring/evaluasi/pengendalian penyelenggaraan kegiatan Balai Taman Nasional Alas Purwo 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, 

sehingga dapat terselenggara dengan tertib, terkendali serta efektif dan efisien.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Tahun 2019 penyelenggaraan SPIP Balai Taman Nasional 

Alas Purwo adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan SPIP. 

 

C. Periode Pelaksanaan 

 

Periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP Balai Taman Nasional Alas 

Purwo adalah 1 Januari s/d 31 Maret 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II. HASIL PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 

 

A. Permasalahan Pengendalian 

 

Permasalahan pengendalian penyelenggaraan SPIP Balai TN Alas Purwo Tahun 2019 sebagai 

berikut: 

No Resiko Signifikan Resiko 

1 Pengelolaan BMN Pencatatan Kondisi BMN Belum sesuai 

2 Pengelolaan PNBP Tunggakan dari pengelola IPPA yang ada di Plengkung 

3 Pengelolaan Data 
dan Informasi 

Pengelolaan Data SILOKA mengalami stagnan dan tidak 
Realtime 

4 Pengelolaan 
Kegiatan 
sumberdana Surat 
Berharga Syariah 
Negara 

Berpotensi terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan 
konstruksi baik kerena keterlambatan maupun kelebihan 
pembayaran serta tidak terserap semua anggrannya 

5 Tingkat Kehadiran 
Pegawai di 
Lapangan 

Absensi masih manual sehingga mempengaruhi tingkat 
kehadiran di lapangan 

6 Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Berpotensi terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan 
konstruksi baik kerena keterlambatan maupun kelebihan 
pembayaran. 

 

B. Solusi yang Diambil 

 

1. Risiko signifikan Pengelolaan BMN (Pencatatan Kondisi BMN Belum sesuai) 

a. Melaksanakan inventarisasi kondisi barang 

b. Membentuk panitia penghapusan BMN lingkup Balai TN Alas Purwo. 

c. Mengajukan usulan kepada Dirjen KSDAE. 

d. Berkoordinasi dengan KPKLN untuk pelaksanaan lelang. 

2. Risiko signifikan Pengelolaan PNBP (Tunggakan dari pengelola IPPA yang ada di 

Plengkung) 

a. KSBTU memerintahkan urusan Pengelolaan KEHATI, Pemanfaatan Data dan 

Informasi untuk menyusun SOP Pemungutan PNBP IPPA Plengkung. 

b. Mebuat Nota Dinas ke SPTN Wilayah dan petugas pemungut terkait dengan 

Pemungutan PNBP IPPA Plengkung. 

c. Urusan monitoring, evaluasi dan pelaporan mendata pungutan-pungutan PNBP yang 

masuk dan melaporkan ke KSBTU. 

3. Risiko signifikan Pengelolaan Data dan Informasi (Pengelolaan Data SILOKA mengalami 

stagnan dan tidak Realtime) 

a. Melakukan evaluasi terkaita pengelolaan SILOKA. 



  
 

b. Menyusun SK Kepala Balai Terkait dengan pengelolaan SILOKA. 

c. Melakukan update Sistem Pengelolaan SILOKA. 

d. Monitoring pelaksanaan SILOKA. 

4. Risiko signifikan Pengelolaan Kegiatan sumberdana Surat Berharga Syariah Negara 

(Berpotensi terjadi kerugian Negara dalam pelaksanaan konstruksi baik kerena 

keterlambatan maupun kelebihan pembayaran serta tidak terserap semua anggrannya) 

a. Melakukan identifikasi jenis pembangunan dan pengembangan sarpras dalam DIPA 

2019 

b. Menetapkan Pokja pengadaan barang dan jasa dan pejabat pengadaan barang dan 

jasa serta panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan 

c. Menunjuk pihak ke tiga dalam setiap pengawasan pembangunan dan 

pengembangan sarpras. 

d. Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan proyek dan menetapkan rencana penarikan 

dana yang pasti. 

e. Melakukan komunikasi yang aktif antara panitia dan pejabat penerima hasil dan PPK 

dengan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap sarana 

prasarana yang dibangun. 

5. Risiko signifikan Tingkat Kehadiran Pegawai di Lapangan (Absensi masih manual 

sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran di lapangan) 

a. Membuat SK Penempatan pegawai dan uraian tugasnya 

b. Melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan melalui BINTEK dan SIDAK 

yang dilakukan oleh pimpinan 

c. Melakukan punishment terhadap pegawai yang kurang disiplin baik secara 

lisan ataupun secara administratif 

6. Risiko signifikan Pengadaan Barang dan Jasa (Berpotensi terjadi kerugian Negara 

dalam pelaksanaan konstruksi baik kerena keterlambatan maupun kelebihan 

pembayaran.) 

a. Melakukan identifikasi jenis pembangunan dan pengembangan sarpras dalam 

DIPA 2019 

b. Menetapkan Pokja pengadaan barang dan jasa dan pejabat pengadaan 

barang dan jasa serta panitia penerima hasil pekerjaan dan pejabat penerima 

hasil pekerjaan 

c. Menunjuk pihak ke tiga dalam setiap pengawasan pembangunan dan 

pengembangan sarpras. 



  
 

d. Melakukan komunikasi yang aktif antara panitia dan pejabat penerima hasil 

dan PPK dengan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap 

sarana prasarana yang dibangun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP 

No. 
Kegiatan/Kegiatan 

Lainnya 
Kebijakan 

Pengendalian 
Hasil 

Pantauan 
Kendala 

Tindakan 
Perbaikan 

1 Pengelolaan BMN Menyesuaikan 
kondisi barang 
dengan 
melakukan 
inventarisasi, 
dan 
penghapusan 

Tidak 
Efektif 

Usulan ke 
Sekditjen KSDAE 
dan Biro umum 
belum sudah 
dilakukan hanya 
balasan dari sana 
sangat lama 

Melakukan 
follow up/ 
jemput bola 
dengan langsung 
datang ke 
Jakarta 

2 Pengelolaan PNBP Melaksanakan 
pengawasan 
secara 
terstruktur 

Efektif   

3 Pengelolaan Data 
dan Informasi 

Mengupdate  
Sistem 
pengelolaan 
SILOKA 

Tidak 
Efektif 

Aliran data 
terlambat mulai 
dari tingkat 
Resort dan Seksi 
Sistem Informasi 
belum Up to date 

Evaluasi 
pengelolaan 
SILOKA dan  
rencana update 
Sistem SILOKA 

4 Pengelolaan 
Kegiatan 
sumberdana Surat 
Berharga Syariah 
Negara 

Melaksanakan 
pengawasan 
secara 
terstruktur 

Tidak 
Efektif 

Kemampuan 
teknis bangunan 
untuk petugas 
menjadi kendala  

Komunikasi 
dengan 
pengawasan 
(Pihak ke3) lebih 
intensif 

5 Tingkat Kehadiran 
Pegawai di 
Lapangan 

Melaksanakan 
pengawasan 
secara 
terstruktur 

Tidak 
Efektif 

SIDAK belum 
dilaksanakan 
secara rutin 

Adakn dilakukan 
SIDAK secara 
rutin dan ketika 
ada listrik masuk 
bisa dilakukan 
pemantauan 
melalui finger 
print 

6 Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Melaksanakan 
pengawasan 
secara 
terstruktur 

Tidak 
Efektif 

Kemampuan 
teknis bangunan 
untuk petugas 
menjadi kendala  

Komunikasi 
dengan 
pengawasan 
(Pihak ke3) lebih 
intensif 

 

Petunjuk pengisian: 

Kol 2 : Nama kegiatan/kegiatan lainnya sesuai Desain Pengendalian 

Kol 3 : Kebijakan pengendalian sesuai dengan yang tercantum pada Desain Pengendalian 

Kol 4 : diisi dengan pilihan nilai E (efektif) atau TE (tidak efektif) 

Kol 5 : diisi kendala yang ada secara ringkas, jika kol 4 berisi TE 

Kol 6  : diisi tindakan perbaikan yang telah atau akan dilakukan jika kol 4 berisi TE 


